MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: hitps://badilum.mahkamahagung.eo.id/

Jakarta, 02 Mei 2023

Nomor : 334/DJU.2/PP.00.4/5/2023
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan

Hukum Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2023

Yth. : 1. Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang;
2. Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau,

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan
Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023,
dimohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 22 Mei s.d 24 Mei 2023
Tempat : Hotel Mercure Jl. Purus IV No.8, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang,
Sumatera Barat 25115
Waktu
e Check in : Senin, Pukul 14.00 WIB s.d 17.00 WIB
e Pembukaan : Senin, Pukul 19.30 WIB s.d Selesai
e Penutupan :  Rabu, Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Pakaian :
a. Pakaian Biru Putih (Registrasi hari Senin).
b. Pakaian Batik Lengan Panjang (untuk acara malam hari); dan
c. Pakaian Batik Lengan Panjang (Selasa).

2. Wajib Menyerahkan:
- Tiket kapal laut/bus dari tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali
ketempat kedudukan semula yang disertai nominal harga.
- Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi diharap melampirkan Bon Pengisian BBM.
- Surat Keterangan yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti

kegiatan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan
Peradilan Umum;

3. Konfirmasi kehadiran dan registrasi peserta paling lambat hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 Pukul
13.00 WIB dengan melakukan registrasi melalui : https://bit.ly/BIMTEKPBDH2023 . Hal-hal lainnya
yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan

Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 — Bypass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt
1511.

Contact Person : HP. 08161427335 (M.Rifa'i),
085782479899 (Tietie)
Email: pengembanganbadilum@gmail.com

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
e 5"‘_rD_IREKTUR
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Dr. LUCAS PRAKOSO., S.H., M. Hum



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1 1344/DJU/SK/PP.00.4/4/2023
TANGGAL @ 27 April 2023

DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR : 1344/DJU/SK/PP.00.4/4/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta
mewujudkan kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan
Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di
lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023;

bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan
Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di lingkungan
Peradilan Umum yang namanya tercantum dalam Keputusan
ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;

Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28! ayat {2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa
segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan
hukum dan menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan
diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas
perlakuan diskriminatif;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita {Convention On The Elimination Of All Forms of
Discrimination Against Womenj, mengamanatkan bahwa negara
wajib melakukan tindakan menyeluruh dalam mewujudkan
kesetaraan substantifdan anti-diskriminasi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia {Convention
Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan
tindakan untuk melarang penyiksaan baik fisik maupun mental,
dan perlaknan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang sifatnya
diskriminatif;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005
tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights {ICESCR)),
mengamanatkan bahwa negara wajib memastikan bahwa
perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam
menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya serta memastikan
bahwa perempuan menerima upah dan remunerasi yang sesuai



10.

11.

12,

tanpa melihat perbedaan jenis kelamin dan dalam hal ini harus
setara dengan apa yang diterima oleh laki-laki dengan beban
kerja yang sama;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan politik (International Covenant On Civil and Political
Rights (ICCPR)); mengamanatkan negara untuk menghormati
dan memastikan warga negaranya hak-hak yang diatur dalam
konvensi ini bebas dari diskriminasi dan memastikan bahwa
perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang setara;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang mendedikasikan satu bab khusus tentang hak
asasi Perempuan, mengamanatkan bebasnya negara dari
perdagangan wanita, kesetaraaan upah untuk beban kerja yang
sama antara perempuandan laki-laki, perlakuan khusus untuk
perempuan hamil, keterwakilan perempuan dalam politik,
pendidikan untuk perempuan, hak perempuan untuk
berkembang dalam perkerjaannya, perlindungan khusus dalam
pekerjaannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, serta
jaminan bagi perempuan yang telah menikah untuk dapat
melakukan perbuatan hukum sendiri;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengamanatkan
penegakkan hukum untuk perkara kejahatan HAM dimana
salah satunya adalah perkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
setara dan menjamin hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
bagi korban kejahatan HAM;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara
kekerasan seksual dan menjamin hak serta perlindungan bagi
anak (perempuandan laki-laki) dari kejahatan seksual;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengamanatkan penegakkan
hukum untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga dan
menjamin perlindungan, hak-hak serta pemulihan bagi korban
kekerasan dalam rumah tangga;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara tindak
pidana perdagangan orang dimana salah satu bentuknya adalah
eksploitasi yang korbannya adalah perempuan dan menjamin
hak-hak serta perlindungan saksi dan korban;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, mengamanatkan pemberian bantuan hukum kepada
orang atau kolompok orang miskin yang sedang menghadap
masalah hukum dalam bidang perdata, pidana dan tata usaha
negara baik melalui litigasi maupun nonlitigasi berdasarkan
asas keadilan dan persamaan di dalam hukum,;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, mengamanatkan perlindungan serta
pemenuhan hak-hak dari saksi dan kerban;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum;

14. Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP
DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 November 2022;

15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:
S55/PA/SK/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan
Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS TENTANG
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SECARA DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis tentang
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di lingkungan Peradilan
Umum Tahun Anggaran 2023 Pada tanggal 22 Mei s/d 24 Mei
2023.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

B ON e

Umum;

o o

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Riau:

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




JADWAL ACARA

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Hotel Mercure Jl. Purus IV No.8, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115

NO. HARI / TANGGAL ACARA KETERANGAN
WAKTU
1. Senin, 22 Mei 2023
’ el 2 Berpakaian Batik KETERANGAN
14.00 - 17.00 Check in dan Registrasi Penyelenggara /Panitia
18.00 - 19.15 ISHOMA /Makan Malam
19.30 - 21.30 Acara Pembukaan :
a. Pembukaan
b. Menyanyikan Lagu Indonesia Pembawa Acara
Raya dilanjutkan Hymne MA Seluruh Hadirin
c. Pembacaan Do'a Peserta
d. Laporan penyelenggara Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan
€. Sambutan, Pembukaan dan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Pembinaan Cleh Direktur Umum
Jenderal Badan Peradilan
Umurn
21.30-21.45
Coffee Break
las
2. Selasa, 23 Mei 2023 Berpakaian Dinas Harlan KETERANGAN
06.00 - 07.30 Sarapan Penyelenggara
07.30 -08.00 Presensi peserta Penyelenggara/Panitia
08,00 - 10.00 Pendampingan Perempuan berhadapan | Lembaga Bﬁlntgllan Hukum ﬁSOSiaSi
dengan hukum : Litigasi dan non litigasi. | Perempuan Indonesia untu
gan & " HHEAS | Keadilan di Jakarta,
10.00-10.15 Coffee Break
_ . Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
10.15-11.15 Sharing pengalaman dalam Perempuan Indonesia untuk
pendampingan dan penguatan Keadilan di Jakarta.
perempuan berhadapan dengan hukum.
11.15-12.15 Tindak Pidana dan Hukum Acara Tindak | Jaksa pada Jaksa Agung Muda
Pidana Kekerasan Seksual dan Perkara | Pidana Umum.
Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
12.15-13.15 ISHOMA/ Makan Siang
] Tindak Pidana dan Hukum Acara Tindak Jaksa pada Jaksa Agung Muda
3.15-14.15 Pidana Kekerasan Seksual dan Perkara Pidana Umum.
Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
14.15-15.30 Sistem Pembuktian perkara kekerasan Jaksa pada Jaksa Agung Muda
berbasis gender. Pidana Umum.
15.30 - 16.00 Coffee Break
Penyelesaian Perkara Perempuan Wakil Ketua Tinggi PT. Pekanbaru
16.00 - 17.00 berhadapan dengan hukum pada
Peradilan Umum.
17.00 - 19.00 ISHOMA
. Wakil Ketua Tinggi PT. Pekanbaru
19.00 - 21.00 Penyelesaian Perkara Perempuan Direktur Tenaga Teknis Peradilan

21.00 s.d selesai

berhadapan dengan hukum pada
Peradilan Umum.

Coffee Break

Umum.




Rabu, 24 Mei 2023

Berpakaian Dinas Harian

KETERANGAN

06.00 - 07.30
07.30 - 08.00
08.00 -10.00

10.00 - Selesai

Sarapan

Presensi peserta

Ulasan Penyelesaian Perkara Pidana dalam
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada
Peradilan Umum,

Post test

Acara Penutupan:

a.
b.
C.

Pembukaan

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri
Sambutan dan Penutupan

Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

. Doa
. Pembagian Sertifikat

Penyelenggara /Panitia

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Pembawa Acara

Peserta

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Panitia

Jakarta, 4 Mei 2023.

"-q

a.n D1rekt3.1r Je-ndei'al Badan Peradilan Umum

o

Dlrektu

Pémbmaan Tenaga Teknis
erachlan Umum




HARAP DI ISI DANDISERAH@Q
[KEPADA PANITIA PADA SAAT
~ REGITRASI DAN CHECK IN'

BIODATA PESERTA
Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Hotel Mercure, JI. Purus IV No.8, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115

NAMA LENGKAP

....................................................................................... (nama dan gelar tulis yang benar)

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

Tanggal Bulan Tahun

............................................... o | —

JENIS KELAMIN

DIAKLLAKI DPEREMP[_IAN

PENDIDIKAN TERAKHIR

JABATAN

....................................................................................................................

PANGKAT-GOL/RUANG

NIP

......................................................................................................................

EMAIL / GMAIL

-----------------------------------------------------------------------------------

NO HANDPHONE

SATUAN KERJA 2 . : i
Pengadilan Tinggi / Negeri .....ovvvoovvoooooooo
ALAMAT KANTOR sttt s st s
TELEPORE osmiciiimmsensemmmmmsmssssscss N i o s
sreseneseannanes, Meil 2093
Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Perempuan
Berhadapan dengan Hukum
fiievs )







